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b .. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalain huruf 
a di atas, perlu ditetapkail: Parattira.n Bupa.ti tent.a.rig Perubahan atas 
Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang 

. , . I • 

Pengelolaan Keuangan Desa. • 
I i 
I ' : ' 

1. Undang-Undang Nomor 7 :I:>rt. 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara ,(.Lembarah: Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tam.ha.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang . Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran ~egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K.euangan Negara 
(Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaari Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

i \; 
I ' 

a. bahwa dalam. rangka pelaksanaan ketentuan pada Peraturan 
Pemerintah ;Nomor '.~ 'T~up 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerin1:ah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. yang 
Bersumber dari Ariggwati Pendapatan dan Belanja Negara, perlu . t·' ' . ' 
dilakukan penyesuafan da!n: penyempumaan pada Peraturan Bupati . ' I, I . . 

Tapanuli Tengah No~or 24;~ahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan 
Des a · · ' 

BUPATI _TAPANULI TENGAH, 

DENGAN RAHMAT.TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

• 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULl TENGAH ~OMOR 24 TAHUN 20:~~·· 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA -, i 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENOAH 
Nomor : 6.2 TAHUN 2016 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

BUPATI TAPANULI TENGAH 

'" 

(, 

.( ,/ 
I i 

/,f 



11. Perature.n Pemerlnt.ah N omor 58 TahUtl 2005 terttaflg Pe:tigelolaati 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraap. Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.liun 2005 Nomor 16;;, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta:ng Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik . 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14.Peraturan. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

. I 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 20_04 

l ,,:, 

Nomor 104,: Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia l'{o:ajor 
' I .,. 

4421) ; . i ; );' 
1 ; I 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

j l I I l' 
(Lembaran ;Negara ;Repµb~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,. 
Tambahan L¢mb¥a~ N~gi:µ-a:1Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

. ; . ;_ I I 

8. Undang-Undang . Nomor: !.l'.2 Tahun 2011 tentang · Pembentukan 
Peraturan Penµidan~-lJnti~gan [Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Tahun 2011 Nomor 1a~! Tam.bah.an lembaran Negara Republik 
1 : 1 

Indonesia Nomor, 52?4) ; : i • ; 
; ; . :· ... i 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ~ab;uµ 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo;r 54-95; . 

. I : 
. I o 

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam.bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 
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1. Ketentuan Pasal 40 diubah' pada ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8), 
sehingga Pa~al40 berbun# ~ebagai berikut: 

: : ; ; · i , Pasal 40 
; : ! . ' i . 

(3) Penyaluran Dana D~sa,:dilakukan secara bertahap: 
a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per 

; . . ! ! ' ·I I • 

seratus]; . · · ' 1 
' ' ' ' I ! 

b. tahap II, . pada '1?~ Agustus sebesar 40% (empat puluh 
perseratus]; dan : i; I 

' i . ! ' 
.j I 

• '1 '. 
r : 

. : ! ! 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peratw·an Bupati Tapanuli Tei:lgah Nomor 24 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai 
berikut : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENG.AH NOMOR 24 TAHON 
2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

MEMUTUSKAN : 

-, 

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2293); 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah; ••• 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor·32 ); 

16.Peraturan Menteri Dalami Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuap.g~ Daerah sebagaimana telah diubah dua 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

• :1 

15.Peraturan Pemerlntah No~or 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yafig 
! ·. : :j 

Bersumber Dari Anggaran jPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Iidone~ia Tahun 2014 Nomor 168, Tainbahan 
Lembaran Negara Repubuk Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali ~r~ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 201~ tentang re~bahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 20i4: tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan de.µ iBelanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015. iNomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

I 'I; 

Republik Indonesia Nomor' 5864) ; 

... ; 
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SUKRAK JAMJLAN TANJUNG 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati. ini dengan penempatannya dalam. Betita Daerah 
Kabupaten Tap~uli Tengah 

Pasal IT 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c dihapus, dan ayat (2) diubah 
sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal42 

. (2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD. melakukan transfer 
Dana Desa Tahap I dan Tahap II langsung ke Rekening Kas Desa. 

Desa tahun 

Kepala Desa (4) · Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah 
menyampaikan kepada Bupati : 
a; Peraturan Desa mengenai APB Desa; clan 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana 

anggaran sebelumnya. 
(7) La.poran realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana 

dimaksud. pada ayat (5), menunjukkan paling kurang Dana Desa 
Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus). 

(8) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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